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Pemilu dari Sabang sampai Merauke

KPU memperkenalkan 18 bendera parpol peserta Pemilu 2024 ke khalayak ramai di berbagai pelosok Tanah Air.
Tak hanya menyosialisasikan pemilu, kirab itu juga digelar untuk mengedukasi pemilih dari Sabang sampai Merauke.
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eramaian  tawar-mena-
I{.m antara penjual dan

pembeli di Pasar Senin,
Kabupaten Pesisir Barat, Lam-
pung, Senin (18/9/2023) pagi,
mendadak semakin riuh saat
Sura dan Sulu melintasi lo-
rong-lorong lapak para peda-
gang. Maskot Pemilihan Umum
2024 itu "menggerebek” pasar
demi mfunnnsl

melaksanakan pemilu, tentu
harapan kami semuanya, Ba-
pak-Tbu hadir karena pemilu
ini adalah tanggung jawab kita
semua,” ujar anggota KPU Pe-
sisir Barat, Zairi Opani, meng-
gunakan pelantang suara saat
berkeliling ke lapak-lapak pe-
dagang pasar.
Seusai berkeliling pasar, tim
2 : o

mengenai pemilu serentak yang
akan digelar pada 14 Februari
2024. Sura dan Sulu juga turun
ke Pasar Senin demi mengenal-
kan 18 partai politik yang akan
berlaga pada Pemilu 2024.
Didampingi sejumlah anggo-
ta Komisi Pemilihan Umum
(KPU) Kabupaten Pesisir Ba-
m Sura dan Sulu membagikan
r, mug kipas, dan
yntungan kunci kepada para
pedagang dan pengunjung Pa-
sar Senin. Bahan sosialisasi
yang diberikan kepada masya-
rakat itu memuat i

perjalanan
SMA Negeri 1 Pesisir Selatan
untuk menyosialisasikan pe-
milu kepada siswa kelas XII
vang menjadi pemilih pemula
di Pemilu 2024. Selanjutnya,

menjadi salah satu gebrakan
dan inovasi KPU periode
2022-2027 untuk menyosiali-
sasikan pemilu sekaligus sa-
rana pendidikan politik untuk
masyarakat pemilih. Sosialisasi
melalui kirab ke berbagai pe-
losok Tanah Air ini disebut
baru pertama dilakukan dalam
sejarah pemilu di Indonesia.
Kirab pemilu telah dimulai
pada Rabu (14/2) atau tepat
setahun sebelum pemungutan
suara pemilu serentak tahun
2024. Menurut rencana, kirab
akan berakhir di Jakarta pada

bendera
18 parpol peserta pemilu di
atas mobil bak terbuka me-
ngelilingi  pekon-pekon  atau
rumah-rumah warga di sekitar
Kecamatan  Pesisir  Selatan
sambil berorasi soal kepemi-
Tuan.
Kunjungan ke pasar tradisio-
nal, sekolah, d.m rumah warga
tersebut

mengenai Pemilu 2024, di an-
taranya tanggal pemungutan
suara, tanda g dan no-
mor urut 18 partai politik (par-
pol) peserta Pemilu 2024, serta
pengecekan daftar pemilih.
"Pada hari Rabu tanggal 14
Februari 2024 kita akan

kirab pemilu hari keenam di
Pesisir Barat. Setelah mene-
rima estafet Kirab Pemilu 2024
dari KPU Kabupaten Kaur, Ra-
bu (13/9), tim KPU Pesisir Ba-
rat melanjutkan sosialisasi Pe-
milu 2024 di daerahnya.
Gelaran Kirab Pemilu 2024

Ada tujuh rute dengan total
306 kabupaten /kota yang dila-
lui selama kirab yang berlang-
sung selama 286 hari tersebut,
Kirab berlangsung selama
enam hingga tujuh hari di
sebuah daerah sebelum dilan-
jutkan ke kabupaten/kota ber-
ikutnya.

Jalur I Provinsi Aceh dimu-
lai dari Banda Aceh akan me-
lewati 44 kabupaten/kota. Ke-
mudian Jalur II Provinsi Ke-
pulauan Riau berawal di Kota
Batam, Jalur III Kalimantan
Barat dimulai di Pontianak,
dan Jalur IV Provinsi Kali-
mantan Utara yang dimulai di

Him: 2
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Kirab berlangsung pada
14 Februari 2023~
26 November 2023

Total: 286 hari

Jalur Vi
% Start: Jayapura

gan kirab Pemilu
2024 melintas di Jalan
Gubernur Suryo, Surabaya,
Jawa timur, Selasa
(9/5/2023)

perti perumahan warga, pasar,
sekolah, dan lembaga pema-
syarakatan. Mobil-mobil terse-
but dilengkapi tulisan ajakan
untuk mencoblos di tempat pe-
mungutan suara pada 14 Feb-
ruari  2024. Khusus untuk
Acch, KPU tak hanya menge-
nalkan 18 parpol nasional,
tetapi juga enam partai lokal.
Bendera parpol peserta pe-
milu diarak melintasi bukit,
melewati lembah, bahkan sa-
mudra. Ketika kirab harus ber-
pindah dari satu pulau ke pulau
lain, estafet dilakukan di atas
kapal laut antarpulau. Di atas
kapul para_petugas tetap be-

Tanjung Selor ing- ing
berlangsung selama 43 hari.

Adapun Jalur V Kabupaten
Kepulauan Morotai yang di-
mulai di Pulau Morotai akan
melewati 44 kabupaten/kota.
Selanjutnya Jalur VI Nusa
‘Tenggara Timur berawal di Ku-
pang dijadwalkan melewati 45
kabupaten/kota, serta Jalur
VII Papua dimulai di Jayapura
dan melewati 44 kabupa-
ten/kota.

Kirab pemilu akan meng-
arak mobil yang berisi 18 ben-
dera parpol nasional berkeli-
ling ke sejumlah tempat, se-

parape-
numpang kapal.

Selain mengarak bendera
parpol, kirab di sejumlah dae-
rah juga menampilkan budaya
dan kearifan lokal. KPU se-
tempat turut menggelar pa-
meran, pasar seni, serta parade
kesenian dan budaya. Parade
biasanya dllampllkan sul es-

d

Pemilih dan Tempat Pemungutan Suara di Pemilu 2024

Jumlah pemilih  Jumlah TPS
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"Kirab pemilu )'nllﬂ dllukll»
kan dari daerah

menjadi simbol bnhm pemllu
tidak hanya terjadi di tingkat
pusat, tetapi justru dimulai dan
dilaksanakan di daerah,” kata
Ketua KPU Hasyim Asy'ari.
Pendidikan pemilih

Anggota KPU, August Mellaz,
mengatakan, kirab pemilu tidak
hanya menjadi sarana sosiali-
sasi dan pendidikan pemilih.
Kirab pemilu yang menampil-
kan tanda gambar parpol pe-
serta pemilu juga menjadi sa-
rana untuk mengenalkan par-
pol peserta pemilu. Sebab, par-
pol juga memiliki keterbatasan
untuk menyosialisasikan diri ke
seluruh daemh di Indonesia.

Di sisi lain, kirab membu-
tuhkan kerja sama dari berbagai
pemangku kepentingan, salah
satunya pemerintah  daerah.
Hal ini mengingat KPU me-
miliki keterbatasan anggaran
untuk menggelar lunb sehing-

tafet dari
selanjutnya. Ini salah satunya
dilakukan saat bendera parpol
diserahkan dari KPU Blitar ke
KPU Kediri, Jawa Timur. Saat
itu, bendera parpol diserahkan
di atas kepala reog.

- Kolom: Politik & Hukum

g perlu dengan pe-
merintah daerah.

“Kirab pemilu menunjukkan
bahwa pemilu tidak bisa dilak-
sanakan hanya oleh KPU, tetapi
membutuhkan kerja sama se-
luruh pemangku kepentingan,”

ujar Mellaz.

Lebih jauh, lanjut Mellaz, ki-
rab pemilu menjadi sarana me-
nunjukkan bahwa pemilu bu-
kan hanya peristiwa politik dan
ekonomi, melainkan juga peris-
tiwa kebudayaan. Oleh karena
itu, pendekatan budaya dipilih
karena bisa mewadahi kelom-
pok-kelompok yang tak terlalu
menyukai hal-hal politik. "Se-
mua kelompok bisa dipersatu-
kan melalui budaya,” katanya.

Ku-mlmnlur Nasional Jaring-

Pendidikan Pemilih untuk
R:uky’ll (JPPR) Nurlia Dian Pa-
ramita mengatakan, sosialisasi
yang dimulai dari daerah-dae-
rah 3T atau tertinggal, terde-
pan, dan terluar merupakan
langkah yang baik. Sebab, akses
informasi mengenai pemilu di
daerah 3T masih relatif terbatas
lantaran infrastruktur yang be-
lum memadai.

Namun, menurut Mita, kirab

lu, tetapi juga bisa meningkat-

kan kesadaran kritis pemilih.

Dv.man d-:mnkun pemilih alun
i dan

an pemilu. (IQBAL BASYARD
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Target Meleset, SDGs
Bisa Molor 42 Tahun

Jelang Sidang Majelis Umum PBB, dunia diingatkan, 90 persen target SDGs
tak akan tercapai pada 2030. Diperlukan 42 tahun lagi untuk mencapainyva.

NEW YORK, KOMPAS — Sidang
Majelis Umum PBB dimulai,
Selasa (19/9/2023), di Markas
Besar PBB, New York, Amerika
Serikat. Sidang dibuka Sekreta-
ris Jenderal PBB Antonio Gu-
terres, lalu dilanjutkan dengan
pidato para pemimpin, dimulai
Presiden Brasil Luiz Inacio Lula
da Silva, Presiden AS Joe Biden,
dan seterusnya.

“Dunia kita sedang tak stabil.
Ketegangan geopolitik mening-
kat. Tantangan global mengha-
dang. Dan, kita tampak tidak
mampu bersama memberikan
respons,” kata Guterres.

Ia menegaskan, PBB—dan ca-
ra negara-negara bekerja sa-
ma—harus berubah untuk men-
jawab tuntutan zaman. "Dunia
sudah berubah. Lembaga-lem-
baga kita belum. Kita tidak bisa
efektif mengatasi masalah jika
lembaga-lembaga itu tak men-
cerminkan dunia saat ini,” ujar
Guterres.

Sehari sebelumnya, dalam
Konferensi ~ Tingkat Tinggi
(KTT) Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Sustainable De-
velopment Goals/SDGs), ia me-
nyoroti agenda Pembangunan
Berkelanjutan yang terbengka-
lai. Salah satu penyebabnya, ne-
gara-negara kaya terus bereto-
rika dan melestarikan sistem
lama yang tidak adil.

Tidak hanya mengumbar jan-
ji pendanaan, contohnya, ne-
gara-negara kaya bahkan meng-
halangi ikhtiar negara berkem-
bang untuk maju, seperti meng-
hambat industrialisasi. Selain
Guterres, Menteri Luar Negeri
Retno Marsudi juga menyam-
paikan persoalan tersebut da-
lam pidatonya. Sejumlah pe-
mimpin dunia lainnya juga me-
nyampaikan perhatian yang le-
bih kurang sama.

FX LAKSANA AS

LAPORAN DARI AMERIKA SERIKAT

Guterres melaporkan, sam-
pai dengan saat ini, hanya 15
persen dari target SDGs yang
sesuai jalur. Sisanya, banyak
mengalami kemunduran. Un-
tuk itu, ia mengingatkan, SDGs
bukan sekadar daftar target.

SDGs adalah rumusan target
dari Agenda Pembangunan Ber-
kelanjutan 2030 yang diadopsi
semua negara anggota PBB pa-
da 2015. Program ini memberi-
kan cetak biru bersama untuk
perdamaian serta kemakmuran
bagi manusia dan Bumi saat ini
serta di masa depan.

KTT SGDs digelar sehari
menjelang rangkaian Sidang
Majelis Umum ke-78 di New
York, 19-26 September 2023.
Ini menjadi semacam prakon-
disi yang akan membangun su-
asana dan membawa kesadaran
bersama para pemimpin pada
isu-isu utama pada Sidang Ma-
jelis Umum PBB sepekan ini.

Terhadap pencapaian yang
minimalis itu, Guterres mene-
kankan, SDGs memerlukan
rencana penyelamatan global.
”Saya sangat terdorong oleh
rancangan deklarasi politik
yang rinci dan luas yang sedang
dibahas hari ini, terutama ko-
mitmennya untuk meningkat-
kan akses negara-negara ber-
kembang terhadap bahan bakar
yang diperlukan untuk kema-
juan SDG: keuangan,” katanya.

Keuangan yang dimaksud
Guterres mencakup dukungan
yang jelas terhadap stimulus
SDGs senilai setidaknya 500
miliar dollar AS per tahun. Ada

ARSIP KOMPAS

pula mekanisme keringanan
utang yang efektif yang men-
dukung penangguhan pemba-
yaran, serta memberikan jang-
ka waktu pinjaman yang lebih
panjang dan suku bunga yang
lebih rendah. Langkah ini juga
butuh desakan agar bank-bank
pembangunan multilateralisme
mengapitalisasi ulang dan
mengubah model bisnisnya.

Kepentingan Indonesia

Mendapat giliran pidato di
urutan tengah pada KTT SDGs,
Menlu Retno Marsudi memba-
wa nama ASEAN sekaligus In-
donesia. Atas nama kepenting-
an Indonesia, ia menyatakan,
tatanan global saat ini tidak pas
dan tak memberikan kesempat-
an setara kepada negara-negara
Selatan. Akibatnya, dunia be-
nar-benar di luar jalur penca-
paian target SDGs 2030.

"Tak ada pilihan lain. Dunia
harus mendorong terciptanya
lingkungan yang kondusif bagi
negara-negara berkembang un-
tuk tumbuh dan membuat lom-
patan pembangunan. Diskrimi-
nasi perdagangan harus dihen-
tikan. Negara berkembang ha-
rus diberikan kesempatan un-
tuk melakukan hilirisasi indus-
tri,” ujar Retno.

Dalam pernyataan bersama
atas nama ASEAN, Retno me-
negaskan, komitmen kuat
ASEAN untuk mencapai target
SDGs. "Komitmen dan upaya
ASEAN untuk mencapai SDGs
diselaraskan  dengan  Visi
ASEAN 2025 dan Visi ASEAN

HIm: 4 - Kolom: Internasional

2045,” ujarnya.

Khususnya di tengah situasi
global yang tidak menentu se-
perti sekarang ini, ASEAN akan
terus berupaya memperkuat
kapasitasnya agar tetap tangguh
menghadapi berbagai tantang-
an dan guncangan di masa yang

akan datang.
Dalam pertemuan dengan
wartawan Indonesia seusai

rangkaian acara pada Senin itu,
Retno mengelaborasi dan men-
jelaskan sejumlah hal. Merujuk
laporan SDGs yang dirilis PBB,
Retno mengatakan, hanya 12
persen target SDGs secara glo-
bal yang sesuai jalur. Sebanyak
50 persen target kemajuannya
lambat dan 30 persen stagnan
atau mundur.

Laporan PBB juga menye-
butkan, tingkat kelaparan glo-
bal saat ini adalah yang tertinggi
sejak 2005. Terkait kesenjangan
jender, diperlukan 286 tahun
untuk mengatasinya.

Laporan yang sama menye-
but, negara berkembang mera-
sakan dampak yang paling pa-
rah. Sepertiga negara berkem-
bang mengalami krisis utang.
Sementara komitmen bantuan
dari negara maju kepada negara
berkembang tidak terealisasi.

Ini merujuk pada komitmen
bantuan 100 miliar dollar AS
per tahun untuk mengatasi per-
ubahan iklim. ”Sampai seka-
rang, komitmen ini juga belum
terealisasi,” kata Retno.

Menurut SDGs Progress Re-
port 2023 yang dikeluarkan
oleh UNESCAP, perkembangan
SDGs di Asia Pasifik dan Asia
Tenggara baru mencapai 144
persen. “Diperkirakan, 90 per-
sen target SDGs tidak akan bisa
dicapai pada 2030. Dan, diper-
lukan 42 tahun lagi untuk men-
capai SDGs,” kata Retno.
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RI stresses

Global South

economic

rights,

trade

Retno says lack of progress on
global goals rooted in injustice

Yvette Tanamal

The Jakarta Post/New York,

United States

With much of its long-term de-
velopment plan hindered by in-
ternational trade laws, the cur-
rent global order has been labeled
“unfit” by Indonesian delegates
at the United Nations Sustainable
Development Goals (SDGs) Sum-
mit, who also urged for the end of
“discriminatory” trade policies.

These repeated calls from In-
donesia came as the country tries
to escape from what has been
described as the middle-income
trap, and amid a bid to enter the
Organization for Economic Coop-
eration and Development (OECD).

Ahead of the 78" UN General
Assembly (UNGA) opening cer-
emony on Tuesday, global rep-
resentatives  kick-started the
week’s flurry of meetings at the
SDGs Summit, where they delib-
erated over the sluggish progress
in advancing the global sustain-
able goals that were meant to be
achieved by 2030.

UN Secretary-General Antonio
Guterres called for a “global res-
cue plan” on the 17 SDG targets at
the summit, as he acknowledged
that only about 15 percent were
on track to be met and that met-
rics on some were backtracking.

The 17 SGDs must be achieved
by 2030 and include, among oth-
er things, inclusive and sustain-
able economic growth and resil-
ient infrastructure. The UN has
warned that the failure to reach
the SDG targets before the set
date may exacerbate political in-
stability and enable irreversible
damage to the environment.

Speaking on behalf of Indo-
nesia, Foreign Minister Retno LP
Marsudi said that the SDGs’ lack-
luster progress was rooted in the
unjust global order, under which
developing countries are being
discriminated against.

“We need to put an end to
trade discrimination,” she said
on Monday.

“The Global South must have
the opportunities to develop
downstream industries.”

The trap

Under President Joko “Jokowi”
Widodo's administration, Jakarta
in recent years has intensified its
efforts to elevate its income sta-
tus, domestically reforming its
economic system and diplomat-
ically wooing foreign investors
into throwing their hats into the
ring of the Indonesian economy.

Although Indonesia in July suc-

cessfully regained upper-middle
income status, its annual gross
national income (GNI) per capita
stands at US$4,580, on the lower
side of the classification, present-
ing a wide gap between its current
economic prowess and the per-
capita GNI of the upper-income
status, which starts at $13,845.

Analysts have previously not-
ed that to escape the middle-
income trap, Jakarta must in-
novatively boost research and
development.

A major part of Indonesia’s
plan centers on the downstream-
ing of its critical mineral indus-
tries, starting with the ban of raw
nickel exports as part of a scheme
to capture the lion’s share of the
electric vehicle (EV) battery sup-
ply chain, as the world moves
away from fossil fuels.

The plan has gained traction
with various countries, including
some African countries that have
expressed interest in learning
about the downstreaming mech-
anism, and Australia, which in
July agreed to join forces with
Indonesia to actualize the plan
by supplying Jakarta with large
amounts of lithium.

But Indonesia’s Western trade
partners were not pleased with
the scheme, and the Europe-
an Union filed a lawsuit at the
World Trade Organization late
last vear, to which Jakarta re-
sponded with an appeal.

Despite the appeal, Indonesia
has not pressed pause on actu-
alizing its plan, with diplomats
from the Foreign Ministry insist-
ing that Jakarta does not need
permission from its trading part-
ners to develop, also adding that
it had received immense support
from other developing countries.

“As ASEAN’s chair this year,
Indonesia [has] set the founda-
tion for ASEAN to be the region-
al hub for EV and battery man-
ufacturing,” Retno said in her
speech, “to play [a] bigger role
in [the] global supply chain, to
foster the green economy and to
make Southeast Asia an epicen-
trum of growth.”

Power in numbers

As this year’s ASEAN Chair,
Retno also spoke on behalf of the
Southeast Asian grouping, high-
lighting the bloc’s commitment
to engage with its partners to ad-
vance the set SDGs, citing some of
the outcomes from early Septem-
ber’s ASEAN Summit in Jakarta.

Continued on page 11

Continued from page 1

“[ASEAN] recognizes the in-
creasingly challenging and un
certain global environment and
agrees to work together to
strengthen our resilience,” Ret-
no said.

On the sidelines of the UN
meetings, Retno held bilater-
al talks with Palau, Slovakia,
the Maldives, Palestine, Timor-
Leste, Congo and Kazakhstan.
In each of these talks, the min
ister told reporters, Indonesia
and its partners reaffirmed their
solidarity as countries of the
Global South and discussed col-
laborations to mitigate climate
change.

According to Indonesian
diplomats attending the UN-
GA-related meetings, Indo-
nesia has built strong rapport
with Global South countries,
an asset that Jakarta will use
during talks relating to the UN
multilateral reform scheduled
for Wednesday.

Expert Habib Abiyan Dzak-

wan of the Centre for Strategic
and Intemational Studies (CSIS)
said that Indonesia should work
on building cooperation among
Global South countries, otherwise
its rhetoric at the SDGs Summit
only serves to promote its own
national interests and domestic
policies.

Habib said that Malaysia, the
Philippines and the Democratic
Republic of the Congo had also
recognized the need to take ad-
vantage of their natural resourc
es with the right technology, but
there had not yet been a con-
certed effort to make the move
together.

The 78" UNGA will official-
ly commence on Tuesday un-
der the theme, “Rebuilding trust
and reigniting global solid A
Accelerating action on the 203
Agenda and its Sustainable De-
velopment Goals towards peace,
prosperity, progress and sustain-
ability forall”.

—A. Mu. |sNu AQiL CONTRIBUTED
TO THE STORY FROM JAKARTA
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